
 
BUPATI SUMEDANG 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

PERATURAN BUPATI SUMEDANG 
 

NOMOR 131 TAHUN  2020 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 74 TAHUN 2015 

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
SUMEDANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, 

PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SUMEDANG, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri 
Dalam Negeri Nomor 141/5483/BPD tanggal 10 

Desember 2020 Hal Tindak Lanjut Rapat Koordinasi 
Pusat dan Daerah Dalam Rangka persiapan Pilkades 

Serentak Tahun 2020, perlu mengubah Peraturan 
Bupati Sumedang Nomor 74 Tahun 2015 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara 
Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan 

Pemberhentian Kepala Desa untuk ketiga kalinya; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas 
Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2015 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 
Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan 
Pemberhentian Kepala Desa;  

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 

Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

SALINAN 
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2. Undang-Undang   Nomor  6 Tahun  2014  tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang  Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679) 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6321); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014  

Nomor 2091); 
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 

2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1221); 
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 

2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian 
Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang 
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1222); 
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi  Nomor 2 Tahun 2015 

tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme 
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, 

Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala 
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 

2015 Nomor 2); 
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 

Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala 

Desa Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sumedang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3); 
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 65 

Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 
(Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 
Nomor 65); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 
Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sumedang Nomor 13); 
14. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 74 Tahun 2015 

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan 

Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 74) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 121 
Tahun  2020 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2015 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 

Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, 
Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala 

Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 
2020 Nomor 121); 

 

  MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA 
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 74 TAHUN 2015 

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 2 TAHUN 
2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, 

PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. 
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Pasal I 

  Ketentuan Pasal 12 dalam Peraturan Bupati Sumedang 
Nomor 74 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 
2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, 

Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita 
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 74) 

yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati 
Sumedang: 
a. Nomor 113 Tahun  2017 tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 74 Tahun 2015 
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, 
Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala 

Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 
2017 Nomor 113); dan 

b. Nomor 121 Tahun  2020 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2015 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 

Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, 
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita 

Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 
121), 

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  

 
  Pasal 12 

(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa 
menyelenggarakan musyawarah untuk menetapkan 

jumlah dan lokasi TPS. 
(2) Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditentukan berdasarkan banyaknya jumlah Hak Pilih  

dan dusun, dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. jumlah Pemilih di setiap TPS paling banyak 500 

(lima ratus) dari DPT; 
b. dalam hal jumlah Pemilih lebih dari 500 (lima 

ratus) di 1 (satu) dusun menurut DPT,  maka 
dibentuk TPS lebih dari 1 (satu); dan 

c. Pemilih terdaftar di dusun yang bersangkutan. 

 
Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Sumedang. 
 

 
Ditetapkan di Sumedang 

pada tanggal 11 Desember 2020  
                

BUPATI SUMEDANG, 

 
ttd 

 
DONY AHMAD MUNIR 

 
Diundangkan di Sumedang 
pada tanggal 11 Desember 2020 

                      
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SUMEDANG, 
 

ttd 
 

HERMAN SURYATMAN 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020 NOMOR 131 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG, 

 
DADANG RUSTANDI, S.H. 

NIP. 19800715 200501 1 015 
  
 


